Menimbarg : 1. bahwa dalam rangka pengganlangan projsk neo~kolonialisme

PRESTDEN : : g
REPUBLIK INDONESIA : b

KEPUTUSAY PRESIDEN REPUBLIX TRDOBEATA . |
NO. 95  TAHUN 1964. </

KAMI, PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,
;

"Malaysla" telah dikerahkan tenaga-tenaga Sukarelawan,

2. bahwa perlu mengatur hak dan Kedudukan para Sukarelawan
jang telah dipanzgil kemudian dikerahkan dalam tuéas—
tugas tertentu;

Mengingat ¢ 1. Penetapan PFresiden Republik Indonesia No.l, tahun 1962 ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No,226 tahun 1963;

3, Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata
Eepublik Indenesia/Komando Operasi Tertinggl No,03/KOTL/
Tahun 1964;

L, Xeputusan Presiden/Panglima Tertinggl Anpgkatan Besrsendjata
Republik Indpnesia/Komando Operasi Tertinggi No.12/KOTI/196L4; .

MEMUTUSKALN :

Henetapkan : Ketentuan teﬁtang hal dan kedudukan Sukarelawan mengga-
njang projek neo-kolonialisme "Malaysla', sebagal berdkuti

Pazsl 1.

Jang dimaksud dengan Sukarelawan dalam Keputusan ini ialah war-
ganegara Indonesia, baik laki-lakl maupun perempuan jang berdasarkan
kisukarelaan dipanggil dan dikerahkan dalam rangka mengganjang prejek
nao-kolonialisme "Malaysia® oleh Komando Operasi Tertinggi dan jang
szlandjutnia setjara umum dlsebut "Sukarelawan",

Pasal 2.

Masa mendjaleni tugas sebagal Sukarelawan dihitung sedjak suka-
relawan jang bersangkutan mulai dikerahkan dalam kegiatan-keglatan pe-
laksanaan tugasg tersebut dalam Bab IIT éjat 3,8, Tnstruksi Presiden/
Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik IndonesiafKoﬁandc-
Cperasi Tertinggi No.03/XOTI/Tahun 1964,
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Pasal 3.

Pelaksanaan atas panggilan untuk mendjalani tugas sebagal
Jukarelawan i

a, dilakukan dengan setahu/seizin Kepala instansi/djawatan atau ma-

djikan jang bersangkutan haik dilingkungan Pemerintah meupun swas~
ta;

b, tildak mengakibatkan putusnja hubungan kerdjs antara Sukare¢lawan

dan Iinstansi/djawatan/madjikan jang bersangkutan, baik dilingkung-
an Pemerintah maupun swasta. *

Pasal |I.

(1}, Sukarelawan Pegawai Negeri/Pekerdja Pemerintah,/Buruh selama
mend jalani tugas sebaged Sukarelawan{tetap menerima gadjifupah, beger=-
ta lain-lain hak penerimaan penghasilan berdasarkan peraturen jang
berlaku baginja dan/atsu sesuai dengen perdjandjian jang berlaku, dari
instansi/djawatan/madjikan jang bersangkutean.

(2}, Dalam hal Sukarelawan itu berkeluarga. maka gacd i/ unah dan
lain-lain hak penerimaan penghasilan jang dimaksud pada ajat (1) dia-
tas diterimakan kepada keluargania. '

Pasal 5.

Selama mass mendjalani tugas sukarelawan Pegawai Negeri/Fekerdja
Pemerintah/Buruh jane bersangkutan tetap berhak atas kenalkan gadji
herkala dan kenaikarn pangkat menurut pérﬁturan jang berlalu baginja,
dedangkan waktu semasa la mendjalanl tugas sukarslawan tetap dipeérhi-

tungkan pula dalam masa kedinasannja pada instansi/djawatan/madjikan
jang bersangkutan.

Pasal 6.

Ketjuali gadji/upah dan lain-lain hak penerimaan'jang dimaksud
dazlam pasal 4 Keputusan ini, maka kepada Sukarelawan jang telah dike-
rahkan untuk mendjalani tugas sukarelawan diberikan perawstan/pemeli-

haraan dengan tJuma-tjuma dan uang saku, Jjang diatur lebilh landjut
nleh Kenala Staf Komande Operasi Tertinggi,
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Pasal 7.
Biaja perdjalanan serta koordinasi darl tempat kecdudukan

fang lama ketempat kedudukan bary dan sebaliknjas dibiajai dan
diagbtur lebih landjut oleh Staf Komando Operasl Tertinggi,

Pasal g8,

Setelah mesa mendjalani tugas sukarelawan berachir, Pe-
zawal Negeri jang bersangkutan ditempatkan kembali pade in-
stansi/djawatan semula dengan diberi kedudukan sama atau se-
deradjat atau lebih tinggi dari keduduksnnja sebelum mendja=-
lankan tugas sebagai sukarelawan. '

Pasal Se

(1). Bagi Sukarelawan berasal dari Pekerdja Femerintah
diadakan pentjatatan oleh plmpinan usaha dalam bulwe dinas
kerdjan]a berdasarkan surat panggllan jang dlkeluarkan oleh
pendjabat dimaksud dalam pasal 1 Keputugan ini.

{2). Djika usaha tersebut pada ajat {1l) dihapuskar pada
waktu sedang mendjalankan tugas sukafelawan, maka tanpa ke~
tentuan lain dari Djawatan Jang bersangkutan, hubungan kerdja-
nja terputus pada hari berikutnja masa 60 {enam pulub)} hari
setelah hard penghapusan usgha itu; masa mendjalani.tugaa.suka—
relawan hingga saat pemutusan hubungan kerdjanjé ikﬁt-dihitung
penuh sebagai masa kerdja untuk Penetapan uang lepas Jang di-
nwerikan kepadanja berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 31 ta-
mun 1954,

(3). Setelah tugas ﬂukareiawan Lerachir maka Sukarelawan
Pakerdja Pemerintah dalam waktu 14 (empat belas) hari diha-
ruskan melaporkan diri kepada usaha pekerdjanja untuk dipe-
Kerdjakan kembali,

(4). Djika ussha tersebut pada ajat {3) dihapuskan, maks
pekerdja melaporkan diri pada djawatan jang bersangkutan jang
mengusahakan penempatannfa pada usaha lain.

{5). Djike pekerdja tidak memenuhi kewadjiban terssbut pa-

da ajat (3), maka hubungan kerdjanja dapat diputuskan atau da-
rat dianggap terputus pada saat herachirnja tugas sukaralawan,

dan putusan TR R
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dan putusar hubungan kerdja ini dianggap dilakukan atas permin-
taannja sendiri,
Pasal 10,

(1). Setelah mendjalankan tugas Sukarelawan, burud diterimg
kemball hekerdja pada tempat perusahaannja Jang semula dengan
kedudukan sama atau bersamaan dengan kedudukan sebelum ia men-

d jalankan tugas sebagal Sukarel awan,

(2), Hubungan kerdja dianggap putus i

8. djilka burvh tldak kemball bekerdla pada parusaha—
annja jang lama, 30 {tiga puluh) hari setalah tu-
gas sukarelawan berachir;

b. meninggal dunia dalam waktu melaksanaken tugas
Sukarelawan; '

¢. permintaan sendiri;

d. ternjsta sudah bekerdia dalam perusabhaan lain
atau instansi Pemsrinteh,

(3). Hubungan kerdja Sukarelawan Buruh Jang mendjalankan
tugas Sukarelawan Lanja depat diputuskan dengan persetudjuan
Departemen Perburuban, misalnia karena perusahaan failliet,
hal=hal jang mendeszak dan sebagainja. '

{4}. Dalam hal hubungan kerdja Sukarelawan buruh terpaksa
diputuskan, sebagaimana dimaksud dalam ajat (3) pasal ini, meka
sjarat-sjarat pemutusan hubungan kerdja Jjang berlalku harus di-
indahkan. :

(5). Djika selama tugas sukarelawan perusshasn dinsna ia
bekerd]a berpindah tangan, maka kewadjiban-kewadjiban terhadap |
buruh berdasarkan Keputusan ini dilakukan oleh madjikan baru.

Paﬂ&l ll+

Para Sukarelawan Jang semula tiaak mempunjail keducukan .
Fegawal Negerl, Pskerdja Pemerintah ‘atau Buruh, s etelakt tugas
sukarelawan berachir dikembalikan kakampung halamann ja - samula'_l
atau bilamana ada objek~cbjsk kerdjﬁ jang terbuka kepacania
dapat diberikan prioritas untuk penjalﬁrannja.'

Pazal 12

Sukarelawan jang mendapat tjatjad ingatan dan/atau tjatiad
badan jang dldapat didalam dan oleh karena mendjalankan tugas
kewadjiban sebagal Sukarelawan, diberi perlakukan berdasarkan

kﬁtantuaﬂ T sewea
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Letentoan-katentian ssbagal berlkut o

.

k.

jereka jang berkedudukan sebagal Pegawai Negeri/Pekerdja
Pemerintah mensrima djaminan sosial {pensiun/tundjangan

karena yjatjad dan sebagninja) berdasarkan seraturan-pe-
raturan jang berlaku baginja sebapai Degawail Hegeri/Fe-

kerdjaz FPemerintah; '

Sukarelawan Bureh Jang menderita tjatjad setagian atau se-~
luruhnia berhiak mererima tundiangan sebesar jang cditetap-
kan dalaom Updang-undang Xetjelakaan tahun 1947

Eagi mareka Jjang tidak terwasuk golongan a dan b dlatas di-
atur dalamw pevaturan tersendirl dan ditangeung oleh Depar-
tamen Sosial,

Taual 3.

Niika Sularelawan menlnggal dunia didalam dan oleh

kar=na mandialankan tupas kewadjibatonia sehagai Sukarelawan
i = )

maka kepada djanda jang ditinggalkan dan/atau ansk-anak Jetim/
piatu, atau bilamana tidak ada, kepada ahll warienja jang sjah,

diberi perlakuan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagal berl-
KUt

#. Isteri dan/atauw anak jatim/piatu, ataw bilamana tidak ada,

kepada ahli warisnia jang sjah darivada Suksrelawan jang

berkadudukan sebagai Pagawai Negeri/Pekerdja Pameriotah di- .

beri djaminan sesial [pcnsihnftuqﬁjangun djandgs, tundjang-
an anak jatim/piatu, dsb} berdasarkan peraturan-peraturan
Jang beriaku bagi mereka sehagai isteri danfataz analk
javim/piatu, ahli waris jang sjah dari secrang Pegawal
Liegeri/Fekerdja Pemerintah; ! '

Isteri dan/atau anak jatimfpiatu, atau billamana tidek adas,
ahll waris jang sjah dari Sukarelawan jJang berkedudukan. se-
bagai Duruh, bsrhak menerima tundjangan berupa bantuan

guna penjelensgaraan hal-hal Jang oleh adat kebiasaan di-
rasakan sebagal kewadjlvan, disamping pamberian tunﬁjangén
berupa vang jang diberikan sekaligus sebanjak 6 lenam) kali
peaghasilan Buruh sebulan;

ﬁp E-Eli l‘!l-l‘!_L.
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c. Bagi mereka jang tidak termasuk goleongan a dan brdiatas |
diberikan tundjangan olel Departemen Sosial dengan djumlahi
Jang ditentukan tersendiri. '

FPasal 1.

Dalam hal Sukarelawan gugur disebabkan olen dan dalam -
nendjalankan tugas kewadjibannja sebapgail Sukarelawan kepadanja dapat
diberikan pangkat militer setjara anumerta, aéhagaimana telah diatur
dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggl Anglatan Barsendjata
Republil Indonesia/Koemando Operasi Tertinggi No. 123KOTIKI95&.
Pangkat anumerta Iirdi didjadikan dasar untuk perhitungan tundjﬁngan
kemztian, pensiun djanda, tundjangaﬁ jatim/piatu dan/atau tundjanganf
tund jangan lain menurut peraturan jang berlaku bagi ﬂngkatan’jang
hersangkutan. '

Pasal 15.

Fenjelesaian dan pemberian pensiun atau tundjangan jang
dimaksud dalam pasal 12 huruf a dan b dan pasal 13 huruf a dan b
Keputusan ini dilakukan dan ditanggung oleh instansi/perusahaan ber-
dasarkan peraturan-peraturan jang berlaku bagi Jang bersangkutan,

Pasal 16.
{1}). Dalam hal suatu perusahaan tidak mampu menanggung djami-

nan sosial Sukarelawan atau djanda/anak jatim/piatunia sepertl dimak-.

sud dalam pasal-pasal 12 huruf b dan 13 huruf b, Keputusan inil, maka
pimpinan/madjikan jang bersangkutan wadjib selekasnja memberitahukan
halgitu kepada inszansi Jang ditundjuk untul itu dengan menundjukkan
bukti-bukti jang dapat dipertjaja.

{2}. Djika serdasarkan bukti-buktl tersebut hal-hal jang
diketemulkan terdapat benar, maka perusahaan/madjikan dapat dibebaskan
dori kewadjibannja den selandjutnja Sukarelawan atau keluarga jang
bersangkutan dapat diberi psrlakuan seperti tersebut dalam pasai iz
ruraf ¢ stauw pasal 13 huruf ¢ Keputusan ind. |

Pasal 17.
Keputusar ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan
rempuniai daja surit pada %;?ggal 2 Jeptember 1963,

L

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 April 1954
PRESIDEM REFUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).
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